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ABSTRAK 
 
Penerimaan Peserta Didik Baru yang familiar dengan akronim PPDB adalah kegiatan rutin 
tahunan yang merupakan tahap seleksi bagi calon peserta didik baru yang diselenggarakan oleh 
panitia tingkat Sekolah dibawah pengawasan dan koordinasi Dinas Pendidikan. Kebijakan PPDB 
sistem zonasi kota Bandung mengusung asas objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. 
Melalui sistem zonasi pemerintah kota Bandung berharap semua warga kota Bandung bisa 
mendapatkan layanan pendidikan yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal, sehingga lebih 
hemat waktu, lebih hemat biaya transportasi, kondisi peserta didik lebih bugar, mengurangi 
kemacetan, dan terjadi pemerataan pendidikan. Pada proses implementasi kebijakan sistem zonasi 
tahun ajaran 2018/2019, semua SMP Negeri terpenuhi kuotanya dan menampung 90% calon siswa 
yang domisilinya dekat dengan sekolah. Adapun yang menjadi permasalahan adalah sistem ini 
tidak efektif untuk mengurangi angka tidak melanjutkan sekolah bagi anak-anak dari kalangan 
RMP. Dengan metode uji beda vektor rata-rata butir indikator, penelitian ini mencoba 
mengevaluasi efektivitas kebijakan sistem zonasi yang diimplementasikan pada tahun 2017 dan 
2018. Sehingga dapat diketahui kebijakan sistem zonasi terbukti dapat meningkatkan angka 
partisipasi kasar dari siswa RMP, namun tidak efektif dalam mengurangi angka tidak melanjutkan 
sekolah bagi anak-anak RMP, karena faktanya tidak semua anak RMP berdomisili di dekat 
sekolah. Berdasarkan hal tersebut peneliti merekomendasikan  agar Dinas Pendidikan memastikan 
proses yang dilakukan tepat sasaran. 
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A. PENDAHULUAN 
Penerimaan Peserta Didik Baru yang 
familiar dengan akronim PPDB adalah 
penerimaan peserta didik untuk jenjang taman 
kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah 
menengah pertama yang dilaksanakan pada awal 
tahun pelajaran baru.  PPDB jenjang SMP 
dilakukan secara online, prioritasnya adalah anak 
usia 12-15 tahun. Seleksi dilakukan melalui 
sistem zonasi. PPDB kota Bandung mengusung 
asas objektif, transparan, akuntabel, dan 
berkeadilan.  
Dalam implementasinya sejak tahun ajaran 
2017/2018 kota Bandung telah menerapkan 
sistem zonasi, yaitu sistem penerimaan peserta 
didik berdasarkan radius dan jarak. Melalui 
sistem zonasi ini diharapkan semua warga kota 
Bandung bisa mendapatkan pendidikan yang 
lokasinya dekat dengan tempat tinggal. Tidak 
terkecuali anak-anak dari kalangan RMP (rawan 
melanjutkan pendidikan) yang memiliki 
kelemahan secara ekonomi, agar dapat 
melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah 
menengah. Kelebihan sistem zonasi ini menurut 
Dinas Pendidikan adalah pemerataan pendidikan, 
lebih hemat waktu karena sekolah dekat, lebih 
hemat biaya transportasi, kondisi peserta didik 
lebih bugar, serta mengurangi kemacetan. Namun 
dalam implementasinya kebijakan PPDB di kota 
Bandung selalu menuai konflik dan protes dari 
masyarakat yang merasa dirugikan, baik 
masyarakat yang mendaftarkan anaknya ke SMP 
maupun penyelenggara pendidikannya, yaitu 
guru SMP Negeri dan Swasta.  
 Dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan referensi dari jurnal penelitian 
terkait PPDB di berbagai kota di Indonesia yang 
pernah dilakukan, data sekunder dari pihak dinas 
pendidikan kota Bandung, serta data primer yang 
diperoleh langsung dari para narasumber yang 
peneliti wawancarai, Sementara proses 
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analisisnya menggunakan uji dua vektor rata-rata 
berdasarkan sampel dependen.  
 
B. KAJIAN TEORI 
Beberapa teori terkait efektivitas 
mengemukakan bahwaEfektivitas adalah suatu 
ukuran yang menyatakan seberapa jauh target 
(kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. 
Dimana makin besar persentase target yang 
dicapai, makin tinggi efektivitasnya. 
Georgopolous dan Tannembaum (1985:50), 
mengemukakan: “Efektivitas ditinjau dari sudut 
pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu 
organisasi harus mempertimbangkan bukan saja 
sasaran organisasi tetapi juga mekanisme 
mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. 
Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus 
berkaitan dengan masalah sasaran maupun 
tujuan. 
Selanjutnya Steers (1985:87) mengemukakan 
bahwa “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu 
program sebagai suatu sistem dengan sumber 
daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan 
dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan 
sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan 
yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”. 
Upaya mengevaluasi proses implementasi 
kebijakan sistem zonasi dapat dilakukan melalui 
konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu 
faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan 
perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan 
manajemen penerimaan peserta didik baru sistem 
zonasi atau tidak. 
Adapun kriteria atau ukuran mengenai 
pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana 
dikemukakan oleh Siagian (1978:77), sebagai 
berikut: 
a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini 
dimaksudkan agar panitia PPDB dalam 
melaksanakan tugas mencapai sasaran yang 
terarah dan tujuan Dinas Pendidikan menerapkan 
sistem zonasi dapat tercapai. b. Kejelasan strategi 
pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi 
adalah “on the track” yang diikuti dalam 
melakukan berbagai upaya dalam mencapai 
sasaran-sasaran yang ditentukan agar para 
implementor tidak tersesat dalam pencapaian 
tujuan kebijakan sistem zonasi. c. Proses analisis 
dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan 
dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi 
yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus 
mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan 
usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional. d. 
Perencanaan yang matang, pada hakekatnya 
berarti memutuskan sekarang apa yang harus 
dikerjakan oleh Dinas Pendidikan dimasa depan. 
e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana 
yang baik masih perlu dijabarkan dalam 
program-program pelaksanaan yang tepat sebab 
apabila tidak, para pelaksana akan kurang 
memiliki pedoman bertindak dan bekerja. f. 
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah 
satu indikator efektivitas organisasi adalah 
kemampuan bekerja secara produktif. Dengan 
sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin 
disediakan oleh Dinas Pendidikan. g. 
Pelaksanaan yang efektif dan efisien, 
bagaimanapun baiknya kebijakan sistem zonasi 
apabila tidak diimplementasikan secara efektif 
dan efisien maka Dinas Pendidikan tidak akan 
mencapai sasarannya, karena melalui 
implementasi kebijakan,  organisasi semakin 
didekatkan pada tujuannya. h. Sistem 
pengawasan dan pengendalian yang bersifat 
mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak 
sempurna maka efektivitas organisasi menuntut 
terdapatnya sistem pengawasan dan 
pengendalian. Begitu pula dalam proses 
implementasi kebijakan sistem zonasi. 
 
C. METODE PENELITIAN 
 Penelitian kuantitatif dilakukan untuk 
menjawab pertanyaan penelitian yang bertujuan 
untuk mencari faktor-faktor apakah yang menjadi 
penyebab tidak efektifnya implementasi 
kebijakan PPDB SMP di kota Bandung. Adapun 
jenis penelitian kuantitatif yang akan digunakan 
adalah jenis penelitian survey dimana data 
lapangan difokuskan pada model korelasional 
dan akan dihimpun dari sejumlah responden yang 
jumlahnya ditentukan melalui sampel atas 
populasi (Singarimbun dalam Singarimbun dan 
Efendi, 1995:3) 
Dalam penelitian ini indikator-indikator 
dari dimensi-dimensi tidak merupakan indikator 
reflektif melainkan merupakan indikator formatif, 
sehingga untuk mengevaluasi kualitas 
pengukuran tidak menggunakan uji validitas dan 
reliabilitas secara tradisional. Karenanya dalam 
penelitian ini, kualitas pengukuran dievaluasi 
melalui Analisis Komponen Utama (Johnson & 
Wichern, 2007). Dalam hal ini, ukuran-ukuran 
statistik yang dipergunakan untuk mengevaluasi 
model pengukuran formatif adalah relevansi 
indikator (Hair dkk., 2014;132).  
 Relevansi indikator formatif dilihat dari 
signifikansi koefisien bobot komponen utama. 
Koefisien   bobot yang signifikan   menunjukkan   
dimensi   tersebut   relevan.  Pengujian mengikuti 
prosedur pengujian koefisien bobot komponen 
utama di dalam Johnson & Wichern (2007).  
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Uji Hipotesis 
 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini 
menggunakan statistik uji: 
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D. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kebijakan zonasi adalah sistem penerimaan 
peserta didik berdasarkan radius dan jarak. 
Melalui sistem zonasi diharapkan semua warga 
kota Bandung bisa mendapatkan pendidikan yang 
lokasinya dekat dengan tempat tinggal. 
Kelebihan dari sistem zonasi ini diantaranya 
adalah pemerataan pendidikan, lebih hemat 
waktu karena sekolah dekat, lebih hemat biaya 
transportasi, kondisi peserta didik lebih bugar, 
serta mengurangi kemacetan. 
Berbeda dengan proses penerimaan peserta 
didik baru tahun 2017, pada tahun 2018 ini dinas 
pendidikan kota Bandung membuat 
pengelompokan sekolah menjadi tiga kelompok, 
pertama kelompok A untuk sekolah yang 
berlokasi di dalam kota, di tengah pemukiman 
warga, dikenai aturan zonasi 90% termasuk calon 
siswa dari kalangan RMP (rawan melanjutkan 
pendidikan) yang sebelumnya dikenal dengan 
istilah siswa miskin, kelompok A terdiri dari 36 
sekolah; kedua kelompok B untuk sekolah yang 
berlokasi di dalam kota namun jauh dari 
pemukiman warga karena berada di kawasan 
perkantoran, untuk sekolah di kelompok B ini 
dikenai aturan zonasi bertahap, yaitu 50% zonasi 
dan 40% akademik, ada 5 sekolah yang masuk 
kedalam kelompok ini; dan yang ketiga 
kelompok C untuk sekolah yang lokasinya 
berbatasan dengan wilayah kabupaten, untuk 
kelompok C ini dikenai aturan zonasi perbatasan, 
yaitu 80% berasal dari dalam daerah kota 
Bandung dan 10% dari luar daerah kota 
Bandung, terdapat 16 sekolah yang masuk ke 
dalam kelompok C.Dinas Pendidikan kota 
Bandung pada implementasi kebijakan PPDB 
sistem zonasi tahun ajaran 2018/2019 membagi 
SMP Negeri ke dalam tiga kelompok, dimana 
kelompok A terdiri dari sekolah-sekolah yang 
dikenai aturan 90% zonasi termasuk siswa RMP. 
Kelompok B terdiri dari lima sekolah favorit 
yang berada dikawasan perkantoran dan dikenai 
aturan zonasi bertahap, yaitu 50% zonasi 40% 
akademik. Selanjutnya kelompok C yaitu sekolah 
yang letaknya di perbatasan kota sehingga 
dikenai aturan zonasi perbatasan, dimana 80% 
siswa berasal dari dalam daerah, 10% dari luar 
daerah. Berikut ini tabel datanya: 
 
    
 
 
         
 
 
Gambar 4.1 
Tabel Persentase Kuota PPDB SMP, tahun 2018. 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti 
lakukan terhadap dimensi ketepatan sasaran. 
Diperoleh data sebagai berikut :  
 
 
 
 
5%
5%
90%
A
Prestasi Khusus Zonasi
5%
5%
40%
50%
B
Prestasi Khusus Akademik Zonasi
5%
5%
80%
10%
C
Prestasi Khusus
Dalam daerah Luar daerah
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Indikator 
rata-
rata 
beda 
varia
ns 
beda 
nilai-t nilai-p 
alpha/
p 
Signifik
ansi 
Dukungan 
agen 
pelaksana 
0.246 1.224 0.281 0.7801 0.0050 non-sig. 
Kesesuaian 
tindakan 
0.281 1.491 1.735 0.0882 0.0071 non-sig. 
Meningkatny
a APK RMP 
0.053 1.408 0.335 0.7390 0.0071 non-sig. 
Mendekatka
n sekolah 
dengan 
domisili 
siswa 
0.632 1.701 3.656 0.0006 0.0071 sig. 
Mengubah 
persepsi 
sekolah 
favorit 
-0.105 2.096 0.549 0.5852 0.0071 non-sig. 
Menurunkan 
angka tidak 
melanjutkan 
sekolah 
-0.702 1.570 4.228 0.0001 0.0071 sig. 
Sumber: Hasil penelitian tahun 2018 
 
Indikator 
2017 2018 
Rata-rata 
Simp. 
Baku 
Rata-
rata 
Simp. 
Baku 
X1 4,11 0,90 4,35 0,67 
X2 3,68 0,95 3,96 0,87 
X3 3,79 0,88 3,84 0,88 
X4 3,21 0,92 3,84 0,80 
X5 3,67 0,91 3,05 1,09 
X6 3,09 0,83 2,98 1,03 
Sumber: Hasil penelitian tahun 2018 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat 
bahwa untuk dimensi ketepatan sasaran terdapat 
empat indikator yang menunjukkan peningkatan 
pada implementasi kebijakan tahun ajaran 
2018/2019 meskipun nilainya tidak signifikan, 
yaitu indikator dukungan agen pelaksana, hal ini 
terkonfirmasi saat penelitian bahwa sudah 
menjadi sifat birokrat patuh dan taat pada 
pimpinan. Karenanya walaupun hati nurani para 
pelaksana (panitia PPDB) menyatakan 
penolakan, dalam implementasinya panitia PPDB 
tetap melaksanakan apa yang menjadi keputusan 
Dinas Pendidikan selaku  organisasi induknya. 
Indikator selanjutnya adalah kesesuaian tindakan, 
sebagaimana telah dijelaskan pada indikator 
pertama panitia PPDB yang menjadi pelaksana di 
tingkat sekolah selalu berusaha melakukan 
tindakan sesuai dengan kebijakan yang telah 
ditetapkan karena adanya pengawasan dari 
Dinas.Pada indikator meningkatnya APK 
RMP,terkonfirmasi saat penelitian lapangan 
bahwa dengan sistem zonasi murni otomatis 
seleksi kemampuan akademik calon siswa 
tergeser oleh zona. Dibukanya kran radius tempat 
tinggal terdekat ke sekolah membuat siswa yang 
domisilinya di sekitar sekoah dapat masuk tanpa 
seleksi akademik ke sekolah terdekat. Sisi 
positifnya, anak-anak yang rawan melanjutkan 
pendidikan namun domisilinya dekat dengan 
sekolah otomatis dapat diterima di sekolah 
terdekat, sehingga dalam tanda kutip Angka 
Partisipasi Kasar dari siswa RMP meningkat. 
Mengapa tanda kutip ? karena belum ada data 
yang pasti mengenai kebenaran siswa RMP 
100% melanjutkan sekolah, faktanya surat 
keterangan miskin masih bisa dibuat oleh 
masyarakat yang mampu secara ekonomi bahkan 
orang tua siswa yang memiliki jabatan dan 
kewenangan untuk menekan aparat demi 
meluluskan keinginan putra-putrinya masuk ke 
sekolah favorit tanpa tes, tidak sedikit masyarakat 
yang “cerdas” dan dekat dengan pusat kekuasaan 
melakukan tindakan curang dengan menitipkan 
putra-putrinya kepada famili yang domisilinya 
dekat dengan sekolah yang diinginkan. 
Selanjutnya untuk indikator mendekatkan 
sekolah dengan domisili siswa, sudah pasti 
mengalami peningkatan, karena pada sistem 
zonasi murni kali ini 90% siswa yang diterima 
adalah siswa yang domisilinya dekat dengan 
sekolah. Kriteria utama kedekatan domisili 
dengan sekolah inilah yang menjadi pertentangan 
di kalangan masyarakat maupun panitia 
pelaksana. Karena dengan kriteria ini prestasi 
akademik siswa menjadi kurang dihargai, 
akhirnya masyarakat berfikir tidak perlu giat 
belajar untuk masuk ke sekolah favorit, cukup 
mengontrak rumah di dekat sekolah agar dapat 
diterima di sekolah favorit. 
Selain keempat indikator yang mengalami 
peningkatan, hasil penelitian menunjukkan 
adanya dua indikator yang mengalami 
penurunan, yaitu indikator mengubah persepsi 
sekolah favorit dan menurunkan angka tidak 
melanjutkan sekolah. Data hasil penelitian 
menunjukkan adanya penurunan nilai, yang 
maknanya bahwa implementasi kebijakan sistem 
zonasi tahun 2018/2019 belum mampu merubah 
persepsi masyarakat terhadap keberadaan sekolah 
favorit meskipun menurut Humas Dinas 
Pendidikan Kota Bandung semua sekolah sudah 
sesuai standar nasional namun dalam 
kenyataannya tingkat kepercayaan masyarakat 
terhadap kualitas sekolah masih belum berubah. 
Keinginan Dinas Pendidikan merubah persepsi 
masyarakat terhadap keberadaan sekolah favorit 
ternyata tidak didukung oleh kebijakan yang 
dibuatnya. Setidaknya hal ini terkonfirmasi saat 
peneliti melakukan penelitian lapangan, ironinya 
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sistem PPDB kota Bandung tahun 2018/2019 
justru secara tegas mengelompokkan sekolah ke 
dalam 3 kelompok A,B,C, dimana kelompok B 
dihuni oleh sekolah-sekolah yang difavoritkan 
oleh masyarakat dengan sistem seleksi yang 
berbeda dengan sistem seleksi yang digunakan 
untuk sekolah yang ada di kelompok A dan C. 
Kebijakan sistem zonasi tahun ajaran 2018/2019 
juga tidak menjamin menurunnya angka tidak 
melanjutkan sekolah. Hal ini terkonfirmasi saat 
peneliti melakukan wawancara kepada panitia 
PPDB dan warga kota Bandung yang 
menyatakan bahwa sistem zonasi tahun 
2018/2019 ini mengakibatkan anak-anak yang 
kurang mampu secara ekonomi namun unggul 
dalam prestasi tidak dapat diterima di SMP 
Negeri manapun karena radius tempat tinggalnya 
jauh dari lokasi sekolah, sementara kuota sekolah 
terdekat sudah penuh terisi. 
 
E. SIMPULAN 
Berdasarkan data hasil penelitian yang 
peneliti lakukan terhadap kebijakan sistem zonasi 
yang diimplementasikan pada tahun ajaran 
2017/208 dan tahun ajaran 2018/2019 diperoleh 
hasil bahwa implementasi kebijakan sistem 
zonasi tahun 2018/2019jika diukur dari indikator 
dukungan agen pelaksana, kesesuaian tindakan, 
meningkatnya APK RMP, dan mendekatkan 
sekolah dengan domisili siswa lebih efektif 
dibandingkan dengan implementasi kebijakan 
sistem zonasi tahun 2017/2018. Namun tidak 
efektif jika diukur dari indikator  mengubah 
persepsi masyarakat terhadap sekolah favorit dan 
menurunkan angka tidak melanjutkan sekolah. 
Adanya campur tangan politik dalam 
proses implementasi kebijakan telah membuat 
kegiatan penerimaan peserta didik baru tingkat 
SMP dikota Bandung selalu menuai konflik.  
Terlepas dari dampak negatif yang 
ditimbulkan, harus diakui bahwa jika ditinjau dari 
segi ketepatan sasaran, implementasi kebijakan 
sistem zonasi pada tahun 2018/2019 lebih efektif 
jika dibandingkan dengan implementasi 
kebijakan pada tahun ajaran 2017/2018. Artinya 
walaupun tidak signifikan harus diakui ada upaya 
dari pemerintah kota Bandung untuk 
memperbaiki kebijakan sebelumnya, walaupun 
hasilnya tidak sesuai harapan. 
 
F. REKOMENDASI 
Berdasarkan data hasil penelitian yang 
dilakukan secara komparatif terhadap kebijakan 
sistem zonasi yang diimplementasikan pada 
tahun ajaran 2017/2018 dan tahun ajaran 
2018/2019, peneliti memberikan rekomendasi 
sebagai berikut: 
1. Perbaiki kualitas sekolah agar sesuai dengan 
standar nasional, sehingga masyarakat tidak 
perlu bingung memilih sekolah favorit jika 
semua sekolah kualitasnya sama. 
2. Merubah kebijakan idealnya melalui proses 
evaluasi, sehingga kebijakan baru 
memperbaiki dan menyempurnakan 
kekurangan dari kebijakan lama dan bukan 
menimbulkan masalah baru. 
3. Tetapkan sasaran yang hendak dicapai dan 
pastikan proses yang dilakukan tepat pada 
sasaran.  
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